
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR: 503/23/WAKO-PP/2022 
 
 

TENTANG 
 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan 
perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non 

perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan 
izin yang cepat, efisien, dan terpadu;  

 b.  bahwa untuk lebih efektif dan terstrukturnya pelayanan 

perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan, dan non 

perizinan maka perlu adanya standar operasional prosedur 

yang menjadi acuan layanan kepada pelaku usaha; 

 c.  bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

maka perlu pengaturan tentang standar operasional 

prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, 

perizinan dan non perizinan; 

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan 

Non Perizinan. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 962); 
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 2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

 3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

 4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 6.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 7.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

 8.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 
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 10.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

 11.  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran   
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

 12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan 
Terpadu di Daerah; 

 13.  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 649);   

 14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 

 15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

 16.  Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 
10 Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun 2019 Nomor 7); 

 17.  Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun 2021 Nomor 70); 

 18.  Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 570/74/WAKO-
PP/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

 19.  Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 570/75/WAKO-
PP/2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  

 

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Padang Panjang. 
 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. 
 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non Perizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. 
 

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud 

diktum kesatu sebagai dasar dan acuan yang harus 
dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparatur pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Padang Panjang dan sebagai acuan penilaian kinerja 
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan 
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang 
perlu. 
 

 
 

 
Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal       April 2022 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
                    
                    
 

 
         
              
             FADLY AMRAN 

 
 
 

 
 

 


